
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 

  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  12  TAHUN 2005 

TENT ANG 

PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 

(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang 
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat 
universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus 
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 

 
b.  bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat 

internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung 
tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; 

 
c.  bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam 

sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); 

 
d.  bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara 
Republik Indonesia sebagai negara hukum yang 
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang 
menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di 
dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk 
secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak 
asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;  

 
 

e. bahwa  . . . 
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e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). 

 
 
 
 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat 

(1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, 
Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3882); 

 
3.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

 
4.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4012); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4026); 

 
 
 
 

Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL 

COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN 
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLlTIK). 

 
 

Pasal 1 
 

(1)  Mengesahkan International Covenant on Civil and Political 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1. 

 
(2) Salinan naskah asli International Covenant on Civil and 

Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik) dan Declaration (Pernyataan) terhadap 
Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

 
 
 

Pasal  2 
 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, 

 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal  28  Oktober 2005  
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
   ttd 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  28  Oktober 2005 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                 REPUBLIK INDONESIA, 
 
        ttd 
 
                    HAMID AWALUDIN 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 119 
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PENJELASAN 

ATAS 

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  12  TAHUN 2005 

TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND 

POLITICAL RIGHTS  (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG  

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) 

 
  
I. UMUM 
 
1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Sipil dan Politik 
 

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights 
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat 
DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian 
untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan 
penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, 
baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di 
kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi 
mereka. 
 
Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan 
kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen 
internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan 
hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi 
Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan 
DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta 
rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada 
tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi 
yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta 
kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di 
lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui 
perdebatan  panjang,   dalam    sidangnya   tahun 1951, MU  PBB meminta  

 
 
 

kepada . . . 
 


